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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

‘’ Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap.’’ 

(Surah Al-Insyirah ayat 6-8) 

‘’sesibuk apopun adek jangan tinggalke solat, berbuat baik dan sabar 

insyaAllah urusan dunia lancar, ibu selalu doa’i terbaik buat masa depan 

adek’’ 

( Pirlinawati ibu penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Pelecehan seksual adalah fenomena yang tidak asing lagi di 

lingkungan sekitar kita. Pelecehan terhadap anak di bawah umur merupakan 

salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan 

mental pada anak-anak Indonesia. Di Indonesia, pelecehan seksual 

merupakan masalah umum yang membahayakan kesehatan mental anak. 

Sangat penting untuk mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan memberikan pendidikan seks sebagai sarana 

pencegahan.1 

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)2, yang secara 

jelas mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam 

Pasal 4. Jenis-jenis tersebut mencakup pelecehan seksual nonfisik, seperti 

ucapan atau perbuatan yang merendahkan harga diri korban; pelecehan 

seksual fisik, yang melibatkan sentuhan tanpa persetujuan; pemaksaan

 
1Marbun, Venny M., dan Rosalina C. Purba, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan 

Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014, No. 2, Binamulia Hukum Vol 9, 2020, hlm 108, diakses dari  https://ejournal.hukumu 

nkris.id/index.php/ binamulia/article/view/366 pada tanggal 24 Agustus 2024. 

               2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6792. 
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kontrasepsi dan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; 

eksploitasi seksual; perbudakan seksual; serta kekerasan seksual berbasis 

elektronik. Selain itu, Pasal 4 ayat 2 menambahkan kategori lain seperti 

perkosaan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak, serta 

tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. 

Dengan adanya UU TPKS, diharapkan perlindungan dan keadilan bagi 

korban kekerasan seksual dapat lebih terjamin. 

UNICEF menawarkan bantuan profesional dalam pembuatan undang-

undang dan kebijakan perlindungan anak yang lebih protektif, khususnya 

dengan diberlakukannya Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual tahun 2022 dan Keputusan Presiden tentang Peta Jalan 

Perlindungan Anak Secara Online 2024–2029. UNICEF mendukung 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pihak 

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) 

dalam mempersiapkan dan meluncurkan modul pelatihan implementasi dari

intervensi pencegahan kekerasan sebagai panduan bagi kementerian dan 

lembaga, termasuk di tingkat daerah dan sipil dan organisasi masyarakat, 

menyusul disahkannya Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang 

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Berdasarkan 

hasil studi UNICEF pada tahun 2022 bahwa setengah juta anak telah 

dilaporkan menjadi korban pelecehan atau eksploitasi di dunia online, dan 

hingga 56% dari pengalaman berisiko ini tidak pernah diungkapkan atau 

dilaporkan juga menyoroti betapa pentingnya hal ini. keselamatan anak di 
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ranah digital 44 juta pengguna internet telah terpapar eksploitasi seksual dan 

perlakuan terhadap anak di bidang keberanian, dan 1,6 juta pengunjung situs 

yang mencari informasi akses layanan telah berinteraksi dengan situs 

tersebut.3 

Kekerasan seksual pada anak paling banyak di khawatirkan banyak 

orang karena dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis, 

kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling 

parah dan meningkat setiap tahun.4 Di Indonesia, realitas penyelesaian 

pelecehan seksual belum mencapai tahap di mana individu belum 

terlindungi secara jelas. Kenyataannya, masih banyak orang yang 

meremehkan pengungkapan korban mengenai pelanggaran seksual dan 

memilih untuk menanganinya dengan cara yang akan berdampak negatif 

terhadap kemampuan korban untuk pulih secara mental dan psikologis. 

Meskipun terdapat berbagai bentuk pengungkapan seksual dalam KUHP, 

yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, namun sebagian besar larangannya tetap sama. Tentu saja, hal ini 

mengarah pada pelanggaran hukum yang tidak ada batasannya.5 

 
3 UNICEF Indonesia. Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023, hlm 30, diakses dari 

https://www.unicef.org/indonesia/media/21331/file/UNICEF%20Laporan%20Tahunan%202023.p

df.pdf,  pada tanggal 25 April 2024. 
4 Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. Pelecehan seksual terhadap anak. Prosiding 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,Vol  2(1), 14-18,2015. hlm  15, diakses dari https:// 

download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=490008&val=9993&title=PELECEHAN%2

0SEKSUAL%20TERHADAP%20ANAK pada tanggal 10 september 2024. 
5 Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di 

Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, Vol  2(2), 14-29. 2021. hlm 26, diakses dari file:///C:/Users 

/adica/Downloads/893-Article%20Text-1913-1-10-20211124.pdf pada tanggal 10 september 2024. 

https://www.unicef.org/indonesia/media/21331/file/UNICEF%20Laporan%20Tahunan%202023.pdf.pdf
https://www.unicef.org/indonesia/media/21331/file/UNICEF%20Laporan%20Tahunan%202023.pdf.pdf
file:///C:/Users%20/adica/Downloads/893-Article%20Text-1913-1-10-20211124.pdf
file:///C:/Users%20/adica/Downloads/893-Article%20Text-1913-1-10-20211124.pdf
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Korban pelecehan seksual bagi anak maupun dalam lingkup rumah 

tangga, yakni perempuan pasti mengalami kekerasan dan trauma di depan 

umum dan mengalami dampak yang beragam. Hal ini terutama berlaku bagi 

korban yang berjenis kelamin perempuan. Beberapa ada dampak psikologis, 

fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan hukum yang harus dihadapi. Peraturan 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang melindungi korban dan 

pelapor dari tuntutan pidana dan perdata di masa depan, diharapkan dapat 

mengurangi dampak hukum dengan mencegah korban dan pelapor untuk 

menjadi penjahat di depan umum.6  

Kasus pelecehan seksual terhadap anak berkembang sangat pesat. Di 

Indonesia sendiri, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 

pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan, termasuk 887 

kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2012, terdapat 1.028 kasus kekerasan 

terhadap anak, yang mana 3.871 kasus di antaranya merupakan kasus 

pelecehan seksual terhadap anak. Pada tahun 2013, dari 2.637 kasus 

kekerasan terhadap anak, sekitar 48% (1.266) merupakan kasus kekerasan 

seksual terhadap anak. Jika kita melihat kasus kekerasan seksual terhadap 

anak setiap tahunnya meningkat sekitar 69%, menunjukkan bahwa 

hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

belum membuat pelaku jera.7 

 
6 Komnas Perempuan. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 

Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara, 2023, hlm 47-48, diakses dari 

https://komnasperempuan.go.id/download-file/986, pada tanggal 25 April 2024. 
7 Octaviana, Setyarini Nur. "Child sexual abuse in indonesia: history and challenge in legal 

perspective." IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 4.1 (2019): hlm 82 diakses dari 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76091828/pdf-libre.pdf?1639155517=&response-content-

https://komnasperempuan.go.id/download-file/986
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76091828/pdf-libre.pdf?1639155517=&response-content-disposition=inline%3b+filename%3dchild_sexual_abuse_in_indonesia_history.pdf&expires=1733913274&signature=g7nion0bvvb5adawfziosoft5hm0pcccxmsmx9hivhsehl0e~-7twnbpfu~hd2joab
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Deputi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi 

kementerian PPPA Valentina ginting menyebut, proses pornografi anak 

melalui media sosial setiap tahun meningkat tajam. Kasus 2017 mencapai 

435 ribu kasus, angka ini meningkat 2 kali lipat dari tahun 2016.8 Tindakan 

seksual yang melibatkan anak-anak, seperti dengan mengajak untuk 

melakukan memfoto dan memvideo anak dalam media sosial, dilakukan 

sendiri atau bersama-sama dengan orang dewasa tanpa memperdulikan izin 

dari orang tua atau wali anak, serta di sebarkan ke seluruh media.9  

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Satgas 

Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi menyatakan komitmen 

pemerintah dalam menangani dan mencegah pornografi anak. Oleh karena 

itu, untuk memastikan prosedur penanganan pornografi anak seefektif 

mungkin, penting untuk mendorong optimalisasi koordinasi, harmonisasi, 

dan reformasi. Menanggapi pengumuman pembentukan gugus tugas yang 

dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

pada tanggal 18 April 2024, KPAI mendorong perluasan lingkup gugus 

tugas tersebut untuk mencegah dan mengatasi pornografi. Tiga komponen 

operasional gugus tugas tersebut adalah pendidikan, pencegahan, dan 

 
disposition=inline%3b+filename%3dchild_sexual_abuse_in_indonesia_history.pdf&expires=1733

913274&signature=g7nion0bvvb5adawfziosoft5hm0pcccxmsmx9hivhsehl0e~-7twnbpfu~hd2joab 

9eg3lhtvvt35ywmyahug7fby4swa3rrczilkwmeng-7nzvoukvw9rrlzbtsltmiavvsissyxqzxlo9kn0bl92 

rdr6mcib4grx91q4iy8vnqqo-iblfs1z7qzlbbftp74nrthxabwvhdmq9bvkqmavvefiqg1ng4g1ob17v1go 

pdbd9mcnxhlv-0cmveslphdmzw3bh4xryeynczstopwreoz1gj-j2v~cgjww4wnk1hyj4qrr0om6c~au7 

gjosxofiu3sodxnuu4oakb4tja__&key-pair-id=apkajlohf5ggslrbv4za pada 11 desember 2024. 
8 amin, h., gadafi, m., & Hos, J. 2019. Bisinergi dalam memberikan perlindungan anak 

untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak. Literacy Institute. hlm 4. 
9 Prameswari, V.E., Kekerasan Seksual, CV Media Sains Indonesia, Kota Bandung,2020. 

hlm 52. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76091828/pdf-libre.pdf?1639155517=&response-content-disposition=inline%3b+filename%3dchild_sexual_abuse_in_indonesia_history.pdf&expires=1733913274&signature=g7nion0bvvb5adawfziosoft5hm0pcccxmsmx9hivhsehl0e~-7twnbpfu~hd2joab
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76091828/pdf-libre.pdf?1639155517=&response-content-disposition=inline%3b+filename%3dchild_sexual_abuse_in_indonesia_history.pdf&expires=1733913274&signature=g7nion0bvvb5adawfziosoft5hm0pcccxmsmx9hivhsehl0e~-7twnbpfu~hd2joab
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penegakan hukum serta rehabilitasi anak korban dan juga keturunan 

pelaku.10 

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

tindak pidana hubungan seksual dengan anak di bawah umur adalah bagian 

dari moralitas. Kontak seksual dengan anak di bawah umur merupakan 

tindak pidana yang termasuk dalam Buku II KUHP. Dalam situasi ini, tidak 

ada perbedaan antara kontak seksual dengan anak di bawah umur yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur dan kontak seksual dengan anak di 

bawah umur yang dilakukan  oleh orang dewasa dibandingkan dengan anak-

anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan 

salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan 

hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak.11 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum" didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak 

yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak 

pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 

 
10 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (n.d.). Komitmen Pemerintah terhadap 

Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak Pelaku dan Korban.30 april 2024. Diakses dari 

https://www.kpai.go.id/publikasi/komitmen-pemerintah-terhadap-pencegahan-danpenangananporn 

ografi-anak-pelaku-dan-korban, pada tanggal 29 Agustus 2024, 
11 Nurlaela, N., Myranika, A., & Hafidati, P,  Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak 

Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Dan Korban Merupakan Anak. Jurnal Pemandhu,Vol  5(1), 

51-68, 2024, hlm 56, diakses dari https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4692 

/2343 pada tanggal 26 Agustus 2024. 

https://www.kpai.go.id/publikasi/komitmen-pemerintah-terhadap-pencegahan-danpenangananporn%20ografi-anak-pelaku-dan-korban
https://www.kpai.go.id/publikasi/komitmen-pemerintah-terhadap-pencegahan-danpenangananporn%20ografi-anak-pelaku-dan-korban
https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4692%20/2343
https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4692%20/2343
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antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Sementara 

itu, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak di bawah 18 tahun 

yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindak pidana. 

Terakhir, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak di bawah 18 

tahun yang dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait suatu 

perkara pidana yang dialaminya secara langsung.12 

Pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan dengan ancaman 

kekerasan ataupun kekerasan terhadap perempuan di luar ikatan 

pernikahan.13 Jika dilihat dari Pasal 76 E juncto Pasal 82 Undang - Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang - Undang 

Perlindungan Anak). Pasal 76 E Undang - Undang Perlindungan Anak   

berbunyi: “Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  atau  ancaman  

kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul.” Perbuatan yang cabul di sini bukan hanya 

bersetubuh tetapi mencakup juga semua perbuatan yang melanggar 

kesopanan dan kesusilaan atau perbuatan yang dinilai keji oleh masyarakat, 

 
12 Adisti, N. A., & Mardiansyah, A. Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan 

Perkara Pidana Anak Di Palembang. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15(4), 2018, hlm 288, diakses 

dari https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMP 

LEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANG

UNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PER

ADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%2

0ANAK%20DI%20PALEMBANG. Pada tanggal 04 September 2024. 
13 Ratna Batara Munti, Iit Rahmatin, Veni Siregar, Uli Arta Pangaribuan, Adery Ardhan 

Saputro, Bela Annisa, Siti Lestari, and Khusnul Anwar. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam 

Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2016). hlm 20. 

https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMP%20LEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANGUNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMP%20LEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANGUNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMP%20LEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANGUNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMP%20LEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANGUNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMP%20LEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANGUNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG
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seperti meraba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, 

mempertontonkan kemaluan di hadapan anak, dan berbagai tindakan 

lainnya.14 

Pelecehan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan 

dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan 

psiokososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan.15 Pada kasus 

Pelecehan Terhadap Anak 3 tahun terakhir Di Kabupaten Muara Enim 

mengalami Peningkatan yang singnifikan. Berdasarkan data Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

2021-2023 waktu input di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2021 – 2023 di 

Kabupaten Muara Enim. 

Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 

Muara Enim 36 10 52 

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia.16  

 Dari tabel di atas eksploitasi dan kekerasan terhadap anak cukup 

sering menjadi sorotan oleh berbagai pihak yang disinyalir bahwa faktor 

lingkungan dan pergaulan yang merupakan penyebab utama terjadinya 

 
14 Ismantoro, Dwi Yuwono. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak. Yogyakarta,Medpress Digital, 2015. hlm 26 
15 Neherta, Meri. Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Fakultas 

Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, 2017. hlm 3. 
16 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), diakses 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, pada tanggal  26 Agustus 2024. 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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eksploitasi dan kekerasan pada anak ,angka di Kabupaten Muara Enim 

terbanyak dibandingkan Kabupaten Lahat yang terdata oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

2023 sebanyak 17 Orang dan Kota Prabumulih 16 Orang. Pemkab. Muara 

Enim melalui DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak) selalu berupaya memberikan dan memenuhi apa yang menjadi hak-

hak anak dengan harapan upaya-upaya ini dapat menjadikan Kabupaten 

Muara Enim sebagai daerah yang bebas dari kekerasan terhadap anak. H. 

Emran Tabrani selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten 

Muara Enim berharap para peserta akan memanfaatkan sepenuhnya 

kesempatan ini untuk belajar dan bertukar pengalaman terkait dengan 

pelatihan pencegahan di masyarakat dan lingkungan pendidikan serta 

menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab 

kita bersama, hendaknya masalah ini kita semua pedulikan agar sedikit demi 

sedikit masyarakat semakin memahami tentang pencegahan kekerasan 

seksual terhadap anak sehingga mereka merasa terlindungi. 17  

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perempuan Sample Tahun 

2023 di Kabupaten Muara Enim. 

Tabel 1.2 

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim 2023 

 

 
17 KRAZ. 6 Mei 2024. Dinas PPPA Muara Enim Adakan Pelatihan Perlindungan Khusus 

Anak. Investigasi Nusantara, diakses dari https://investigasinusantara.com/dinas-pppa-muara-enim-

adakan-pelatihan-perlindungan-khusus-anak/, pada tanggal 27 Agustus 2024. 

https://investigasinusantara.com/dinas-pppa-muara-enim-adakan-pelatihan-perlindungan-khusus-anak/
https://investigasinusantara.com/dinas-pppa-muara-enim-adakan-pelatihan-perlindungan-khusus-anak/
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Nomor Putusan Terdakwa Umur 

Terdakwa 

Putusan Hakim 

41/Pid.sus/2023/PN 

Mre 

SSA 19 Tahun Mengadili 7 tahun 3 

Bulan  Kurungan 

Penjara, denda Rp. 

20.000.000,- atau 

Subsidair 3 bulan 

Kurungan Penjara. 

632/Pid.sus/2023/PN 

Mre 

YAK 23 Tahun Mengadili 7 tahun 3 

Bulan Kurungan 

Penjara, denda Rp. 

50.000.000,- atau 

Subsidair 6 bulan 

Kurungan Penjara. 

174/Pid.sus/2023/PN 

Mre 

S 43 Tahun Mengadili 8 tahun 6 

Bulan Kurungan 

Penjara, denda Rp. 

10.000.000,- atau 

Subsidair 3 bulan 

Kurungan Penjara. 

508/Pid.sus/2023/PN 

Mre 

AA 20 Tahun Mengadili 6 tahun 

Kurungan Penjara, 

denda Rp. 10.000.000,- 
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atau Subsidair 3 bulan 

Kurungan Penjara. 

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Berdasarkan data Putusan di atas Pelaku 41/Pid.sus/2023/PN Mre, kejadian 

di Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim kronologinya mengajak makan 

bakso, yang ternyata diajak bermalam di rumah teman Pelaku, saat kejadiaan 

pemilik rumah atau teman korban tidak ada di rumahnya.18 Putusan 

632/Pid.sus/2023/PN Mre Pelaku merupakan tenaga pendidik yakni guru baca tulis 

AL-Qur’an berada di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim yang 

korbannya Anak sebanyak 2 Orang., dengan modus pelaku saat korban anak 

menjalani piket saat pengajian selesai19. Putusan 174/Pid.sus/2023/PN Mre 

Pelakunya seorang petani karet di Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim 

dengan modus mendengarkan lagu di tempat tidur pelaku sambil mendengarkan 

lagu.20 Terakhir Putusan 508/Pid.sus/2023/PN Mre Pelaku berasal dari Kecamatan 

Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim di mana ada unsur pemaksaan dan 

berbohong untuk diajak bermain bersama teman-teman pelaku, ternyata korban 

diajak keruang tamu rumah pelaku dan terjadilah pelecehan seksual oleh pelaku.21 

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah di rincikan secara ringkas diatas, 

penulis tertarik membahas yang dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul : 

 
18 Pengadilan Negeri Muara Enim. 2023. Putusan Nomor 41/Pid.sus/2023/PN Mre tentang 

(Pelecehan Seksual terhadap anak). 
19 Pengadilan Negeri Muara Enim.2023. Putusan Nomor 632/Pid.sus/2023/PN Mre tentang 

(Pelecehan Seksual terhadap anak). 
20 Pengadilan Negeri Muara Enim.2023. Putusan Nomor 174/Pid.sus/2023/PN Mre tentang 

(Pelecehan Seksual terhadap anak). 
21 Pengadilan Negeri Muara Enim.2023. Putusan Nomor 508/Pid.sus/2023/PN Mre 

tentang (Pelecehan Seksual terhadap anak). 
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“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di 

Kabupaten Muara Enim”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran penulis pada latar belakang, penulis dapat 

merumuskan sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi faktor-faktor kriminogen terjadinya pelecehan seksual 

terhadap anak di Kabupaten Muara Enim. 

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual 

terhadap anak di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan Polres Muara 

Enim? 

C. Tujuan Penelitian 

Sukses dalam suatu penelitian terjadi ketika tujuan penelitian dapat dicapai. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi faktor-faktor penyebab 

pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  upaya Polres Muara Enim dalam 

melakukan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di 

Muara Enim. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

Teoritis ataupun secara Praktis, yakni:  

1. Manfaat Teoritis  
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Secara teoritis penelitian ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan 

dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang 

diteliti, serta diharapkan dapat memberikan informasi terutama di bagian hukum 

pidana mengenai tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Muara 

Enim. 

2.  Manfaat Praktis  

Mayoritas korbannya adalah anak di bawah umur, oleh karena itu penelitian 

ini akan melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan dan 

pencegahan korban yang efektif. Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 dan Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang 

merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

digunakan untuk melaksanakan amanah negara untuk melindungi anak dari 

kekerasan seksual dan tindakan yang merugikan anak di bawah umur.  

E. Ruang Lingkup 

Analisis hukum dilakukan secara menyeluruh, dan penulis 

mempertimbangkan literatur, undang-undang terkait di bidang yang dibahas yakni 

pelecehan anak di bawah umur, dan sudut pandang para ahli hukum terhadap topik 

pembahasan, yaitu pemahaman kriminologis terhadap tindak pidana pelecehan 

seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim. Fokus penelitian ini mencakup 

faktor-faktor kriminologi,  dan bertepat di Unit PPA Polres Muara Enim di 

Kabupaten Muara Enim. 
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F. Kerangka Teori 

1) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan Menurut pembagian G. P. Hoefnagels  upaya 

pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi 

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (influencing 

views of society on crime andpunishment/ mass media) mencakup tindakan 

preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu 

usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap 

masyarakat umum sebelum terjadi gejolak perbuatan kejahatan. Sedangkan 

tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap 

tindakan kejahatan yang sedang terjadi.22 

2) Teori Anomie 

Teori anomie, yang pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim, 

kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton, melihat kejahatan sebagai hasil 

dari ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang dianut masyarakat dengan sarana 

yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam masyarakat yang sangat 

menekankan pada kesuksesan material, misalnya, tidak semua individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk meraihnya. Ketika individu merasa tertekan karena 

tidak dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang dianggap legal, mereka 

 
22 Kristiani, M. D, Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif 

kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3(3), 44124, 2014, hlm l 379-380, diakses dari 

https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350634&val=944&title=KEJAHAT 

AN%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20PERKOSAAN%20DITINJAU%20DARI%20PERSPE

KTIF%20KRIMINOLOGI pada tanggal 26 Agustus 2024. 

https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350634&val=944&title=KEJAHAT
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mungkin merasa teralienasi dan mencari jalan alternatif, termasuk melakukan 

tindakan kriminal. 

3) Teori Differential Association 

Edwin Sutherland, seorang sosiolog Amerika, mengembangkan teori 

differential association. Menurut teori ini, terlibat dalam kegiatan kriminal dapat 

mengajarkan seseorang bagaimana melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain, 

seseorang berubah menjadi penjahat karena perolehan keterampilan kriminal, 

keyakinan yang mendukung aktivitas ilegal, dan rasionalisasi untuk terlibat dalam 

aktivitas kriminal dari lingkaran sosialnya. Menurut teori ini, jaringan keluarga dan 

teman sebaya mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara seseorang 

berperilaku.23 

4) Teori Labeling 

Teori labeling, atau teori pelabelan, dikemukakan oleh Howard S. Becker 

berfokus pada proses sosial yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai 

penjahat. Teori ini berpendapat bahwa pelabelan yang dilakukan oleh institusi 

sosial seperti polisi, pengadilan, dan media massa dapat mengubah identitas 

seseorang. Ketika seseorang dicap sebagai penjahat, ia cenderung menerima label 

tersebut dan berperilaku sesuai dengan label tersebut. Dengan kata lain, label 

"penjahat" bisa jadi merupakan ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Teori ini 

 
23 Sari, W., and H. Farida. "Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori 

Differential Association." Jurnal Panorama Hukum, pp. 111-118, vol. 6, no. 2, 2021, hlm 133. 

diakses dari https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6084. Pada tanggal 25 

Agustus 2024. 

https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6084
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mengkritisi sistem peradilan pidana yang seringkali memperkuat perilaku kriminal 

dibandingkan mengatasinya. 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan menggunakan 

jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati 

faktor-faktor kriminologis dan upaya preventif dan refresif.24 Upaya apa yang 

dilakukan oleh Polres Muara Enim dalam menangani kasus di Kabupaten Muara 

Enim. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kasus (caseapproach) dan pendekatan Sosiologi (Sociological 

approach) serta Pendekatan undang-undang (statute approach).25 

a. Pendekatan kasus (case approach)  

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang 

 
24 Wibowo. M. P, Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan 

Seksual Di Instagram. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 10(2), 

2021, Diakses pada 26 Agustus 2024 https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58878 hlm 142-

148. 
25 Solikin, N. Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara 

Media. 2021. hlm. 60-61, diakses dari  http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar 

%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf, pada 

tanggal 28 Agustus 2024. 

http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf
http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf
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perlu diperhatikan peneliti bahwa “pendekatan kasus (case approach) tidak 

sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus, beberapa 

kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus 

merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.26 

b. Pendekatan undang-undang (statute approach) 

 Pendekatan undang-undang dengan “menelaah dan menganalisis 

seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan hukum yang sedang ditangani”, maka pendekatan hukum 

tersebut dipraktikkan.27 

c. Pendekatan Sosiologi (Sociological approach) 

Kajian sosiologi bertujuan untuk memperjelas dan membangun 

hubungan dengan perundang-undangan formal dalam masyarakat. Metode ini 

diciptakan dan diterapkan untuk mengkaji dan membahas masalah 

kemanjuran hukum di seluruh sistem hukum masyarakat secara 

keseluruhan.28 

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dimaksud dalam hal ini adalah dari mana data penelitian 

diperoleh untuk mempermudah pengumpulan data. Oleh karena itu, sumber data 

dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:29 

 
26 Ibid., hlm  59-60. 
27 Ibid., hlm 58. 
28Boundless. (n.d.). The Sociological Approach. In Sociology. LibreTexts. Di akses Pada 

28 Agustus 2024, hlm. 60-61 diakses dari ,https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology 

/Introduction_to_Sociology/Sociology_(Boundless)/01%3A_Sociology/1.01%3A_The_Sociologic

al_Perspective/1.1E%3A_The_Sociological_Approach pada tanggal 24 Agustus 2024. 
29 Abdussamad, Z. (Buku Metode Penelitian Kualitatif, Makassar CV, Syakir Media Press  

2022., hlm 216-220. 
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a. Data primer  

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung kepada 

pengumpul data, sedangkan sumber sekunder memperoleh data secara tidak 

langsung dari orang atau dokumen lain. Selain itu, ada cara atau prosedur lain untuk 

mengumpulkan data, termasuk observasi, wawancara, survei, dokumentasi, dan 

campuran. 

 

b. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan dari literatur-literatur disebut data sekunder. Bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan jenis-jenis data sekunder.30 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi yang kredibel dan dapat 

diandalkan. Bahan hukum primer terdiri dari catatan resmi, notulen penyusunan 

peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.31 

1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).32 

2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.33  

 
30 Ibid., hlm142-143. 
31 Darmakanti, N. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S, Implementasi perlindungan 

hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 

5(2), 1-17. 2022, hlm 5-8  diakses dari https://.undiksha.ac.id/11259/1/1814101105-.pdf pada 

tanggal 24 Agustus 2024. 
32 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. 
33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 

https://.undiksha.ac.id/11259/1/1814101105-.pdf
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3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.34 

4) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.35  

5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002.36 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan 

produk-produk hukum formal (seperti undang-undang), melainkan hasil kajian atau 

analisis terhadap produk hukum tersebut. Beberapa bahan hukum sekunder sebagai 

berikut : 

1) Jurnal-jurnal hukum, kriminologi, atau ilmu sosial yang membahas tentang 

pelecehan seksual pada anak, khususnya di Indonesia. 

2) Buku dan artikel teks hukum pidana, kriminologi, atau psikologi forensik 

yang membahas tentang kejahatan seksual terhadap anak. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah sumber informasi hukum yang tidak secara 

langsung mengatur suatu peristiwa hukum, tetapi memberikan penjelasan, 

 
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 1 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5287 
35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. 
36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pasal 5 ayat (1), Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6059. 
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interpretasi, atau analisis terhadap hukum yang telah ada. Bahan ini berfungsi 

sebagai alat bantu untuk memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer 

dan sekunder. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Penulis mengambil 

lokasi di  Kabupaten Muara Enim, Data yang meningkat tinggi berdasarkan Tabel 

1.1 tahun 2023 dan beberapa Putusan di Tabel 1.2 adalah beberapa contoh kasus di 

Kabupaten Muara Enim. Penulis melakukan Penelitian di Kepolisian Resort Muara 

Enim, disisi lain memudahkan penulis karena berada di Kabupaten penulis berada 

sehingga memudahkan penelitian. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi menggambarkan keseluruhan hal atau topik yang menjadi subjek 

penelitian. Ini bisa berupa orang, benda, kejadian, atau sekumpulan data dengan 

kualitas tertentu yang perlu diselidiki. "Sekelompok subjek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya".37 Penulis melakukan penelitian menggunakan metode 

wawancara bersama narasumber yang menangani kasus khususnya Anak di Unit 

PPA Polres Muara Enim. 

 
37Qamar, Nurul, et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social 

Politic Genius (SIGn), 2017. hlm 30 diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr= 

&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=.+Metode+Penelitian+Hukum+(Legal+Research+

Methods).+CV.+Social+Politic+Genius+(SIGn),+2017.+hlm+30.+++Amin,+N.+F&ots=RPowllrx

x&sig=DiKDU2R1rWFcJfetvDpB4j3upBk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.pada tanggal 02 

September 2024. 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=%20&id
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=%20&id
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b. Sampel 

Sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili 

keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian, pemilihan 

sampel yang tepat sangat penting karena hasil yang diperoleh dari sampel akan 

digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, sampel harus dipilih dengan cermat agar dapat dianggap representatif.38 

Dalam situasi di mana tidak praktis atau tidak memungkinkan untuk meneliti 

keseluruhan populasi, peneliti akan mengambil sampel untuk mendapatkan data 

yang relevan. Seperti wawancara pelaku di Polres Muara Enim dan tanggapan 

masyarakat terhadap pelecehan anak di Kabupaten Muara Enim. Respoden dalam 

penelitian ini adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara 

Enim dan pihak Unit PPA Polres Muara Enim sebagai penyidik perkara serta ulama, 

dokter, dan masyarakat sebagai keselarasan terhadap teori labelling. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisis data di Polres Kabupaten Muara Enim  dengan 

kuesioner, wawancara korban atau pelaku disertai sumber tertulis, seperti buku, 

 
38 Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K, Konsep umum populasi dan sampel dalam 

penelitian. Pilar, Vol 14(1), 15-31. 2023 hlm 17-18 diakses dari https://journal.unismuh 

.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624 pada tanggal 01 september 2024. 
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jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan 

dengan topik penelitian.39 

b. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan  adalah untuk mengembangkan landasan teori bagi 

penelitian selanjutnya, menemukan faktor-faktor yang relevan, dan memperoleh 

gambaran yang lengkap tentang suatu isu. Melalui kombinasi kajian pustaka, kerja 

lapangan, dan wawancara, peneliti dapat memberikan landasan teori yang kuat bagi 

pekerjaan mereka. 

c. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab langsung dengan informan. Informan dapat dipilih berdasarkan kriteria 

tertentu yang relevan dengan topik penelitian.40 

7. Tenik Pengolahan Data 

Pengolahan data menggunakan instrumen pengumpulan data, observasi, dan 

dokumentasi. Data yang dikumpulkan ada tiga jenis, yaitu data primer, data 

sekunder, dan data tersier. Hasil analisis data menjadi dasar penerimaan atau 

penolakan data dan perlu dipertimbangkan dalam menyikapi permasalahan anak di 

Kabupaten Muara Enim. 

 
39 Creswell, J. W., & Creswell, J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. Sage publications. 2017., hlm 7-10. 
40 Moleong, L. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007, hlm 51. 
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8. Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengumpulkan informasi 

dari dokumen, catatan lapangan, dan hasil wawancara. Proses ini melibatkan 

pengklasifikasian informasi, penentuan informasi mana yang signifikan, dan 

pengumpulan data secara terus-menerus untuk penelitian, dari tahap perencanaan 

hingga pengumpulan data lapangan dan penyusunan laporan akhir. Reduksi, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan (Conclusion drawing/Verification) dari data 

yang diperoleh merupakan langkah-langkah dalam proses analisis.41 Metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran variabel dan 

pengujian hipotesis dan wawancara mendalam, studi kasus dan analisis dokumen 

serta penelitian ini menghasilkan data yang dapat dianalisis. 

9. Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode induktif. Prosesnya 

dimulai dengan pengumpulan data primer dari lapangan, kemudian data tersebut 

dianalisis secara mendalam. Berdasarkan analisis data tersebut, penulis 

merumuskan kesimpulan-kesimpulan umum yang relevan dengan permasalahan 

penelian.

 
41Ibid.,hlm 151.  
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